- 0 ID- - AD- - I- - J- - - - Hp- - - - -

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

BAIMBAI

Senin, 29 November 2021 (08.30 WITA)

Narasumber : Faralisa Almadia (Pelaksana Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah)

MC : Gatot Setio Harijono (Kasi Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah)
TEMA “Netralitas ASN”

Setiap Apartur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana
diatur dalan ketentuan yaitu: tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan siapapun, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan

dan partai politik, serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Dalam proses Pemilihan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yaitu;
dilarang memberikan dukungan kepada calon Wakil Rakyat dengan cara ikut serta sebagai
pelaksana kampanye, menjadi peserta dengan menggunakan atribur partai atau atribut PNS
dan menggunakan fasilitas Negara.

Aparatur Sipil Negara wajib menghindari konflik, sehingga ASN dilarang melakukan
perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon wakil rakyat dalam pemilihan
umum atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi
dengan partai politik seperti: Dilarang mengunggah, menanggapi dan melakukan foto
bersama dengan calon wakil rakyat melalui media online maupun media sosial yang
digunakan sebagai bentuk keberpihakan, dan dilarang menjadi pembicara atau narasumber

pada kegiatan pertemuan partai politik.

Dengan demikian, kita sebagai ASN dapat mulai mendasarkan kepada nilai-nilai
netralitas supaya dapat terhindar dari salah satu kasus tersebut dengan tetap menjaga
kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk

melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Calon Wakil Rakyat.

Aparatur sipil negara memiliki tugas birokrasi, mandiri dan melayani. ASN
berkomitmen untuk tidak melanggar prinsip netralitas dari adanya intervensi politik, hal

tersebut karena ASN memiliki akses terhadap kebijakan serta akses keuangan suatu daerah.
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